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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimanakah pengaturan hukum mengenai 
penyelesaian perkara anak yang berkonflik 
dengan hukum dan bagaimanakah 
penyelesaian perkara anak di luar pengadilan 
menurut sistem peradilan pidana anak. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1. Pengaturan hukum 
mengenai penyelesaian perkara anak yang 
berkonflik dengan hukum mengutamakan 
pendekatan Keadilan Restoratif adalah 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga 
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian 
yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan. Diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana. Apabila proses Diversi tidak 
menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan 
diversi tidak dilaksanakan, maka perkara anak 
akan diselesaikan melalui proses peradilan di 
pengadilan. 2. Penyelesaian perkara anak di 
luar pengadilan menurut sistem peradilan 
pidana anak melalui diversi bertujuan mencapai 
perdamaian antara korban dan Anak; 
menyelesaikan perkara Anak di luar proses 
peradilan; menghindarkan Anak dari 
perampasan kemerdekaan; mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
menanamkan rasa tanggung jawab kepada 
Anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi 
sebagaimana dilaksanakan dalam hal tindak 
pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana 
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penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana.  
Kata kunci: Penyelesaian perkara, anak, di luar 
Pengadilan. 

 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menyatakan dalam Pasal 1 angka 2: Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi 
saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka 3 
menyatakan: Anak yang Berkonflik dengan 
Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. 
Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris 
conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, 
perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan 
di dalam kamus bahasa Indonesia berarti 
pertentangan.3 Sengketa, yaitu sebuah konflik 
yang berkembang atau berubah menjadi 
sebuah sengketa apabila pihak yang merasa 
dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas 
atau keperihatinannya baik secara tidak 
langsung kepada pihak yang dianggap sebagai 
penyebab kerugian atau kepada pihak lain.4  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam  
Pasal 17 (1) Setiap anak yang dirampas 
kebebasannya berhak untuk : 
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi 

dan penempatannya dipisahkan dari orang 
dewasa;  

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan 
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan 
upaya hukum yang berlaku; dan  

c. membela diri dan memperoleh keadilan di 
depan pengadilan anak yang objektif dan 
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk 
umum.  
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak 

harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak 
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(Convention on the Rights of the Child) 
sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah 
Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden 
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak). Penyelesaian perkara 
anak yang berhadapan dengan hukum menurut 
sistem peradilan pidana anak memerlukan 
penanganan secara khusus melalui pendekatan 
keadilan restoratif dan pemberlakuan diversi. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menyatakan dalam Pasal 1 angka 6: Keadilan 
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari 
penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 
bukan pembalasan.  Pasal 1 angka 7: Diversi 
adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak 
dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum 

mengenai penyelesaian perkara anak yang 
berkonflik dengan hukum ?  

2. Bagaimanakah penyelesaian perkara anak 
di luar pengadilan menurut sistem 
peradilan pidana anak ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Skripsi ini disusun dengan menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif  dengan 
cara pengumpulan bahan-bahan hukum melalui 
studi kepustakaan untuk mempelajari 
peraturan perundang-undangan dan literatur-
literatur hukum yang membahas mengenai 
penyelesaian perkara anak di luar pengadilan 
menurut sistem peradilan pidana anak 
ditambah dengan kamus-kamus hukum untuk 
menjelaskan beberapa istilah dan pengertian 
yang digunakan dalam penulisan ini. 
 
PEMBAHASAN 
A.  PENGATURAN HUKUM MENGENAI 

PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG 
BERKONFLIK DENGAN HUKUM   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Pasal 1 angka 2: Anak yang Berhadapan 
dengan Hukum adalah anak yang berkonflik 
dengan hukum, anak yang menjadi korban 
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana.  

Pasal 1 angka 3: Anak yang Berkonflik 
dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. 

Secara garis besar bentuk penyelesaian 
sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
1. Bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi 

(peradilan); 
2. Bentuk penyelesaian sengketa secara non 

litigasi (alternative dispute resolution).5 
Penyelesaian perkara anak yang berkonflik 

dengan hukum sesuai Pasal 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menyatakan Sistem Peradilan Pidana Anak 
dilaksanakan berdasarkan asas:  
a. pelindungan;  
b. keadilan;  
c. nondiskriminasi;  
d. kepentingan terbaik bagi Anak;  
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;  
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

Anak;  
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;  
h. proporsional;  
i. perampasan kemerdekaan dan 

pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan  
j. penghindaran pembalasan. 

Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan 
pidana berhak: 
a. diperlakukan secara manusiawi dengan 

memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 
umurnya; 

b. dipisahkan dari orang dewasa;  
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan 

lain secara efektif;  
d. melakukan kegiatan rekreasional;  
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau 

perlakuan lain yang kejam, tidak 

                                                           
5
D.Y. Witanto, Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara 

Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan 
Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 
2011, hal. 5 



Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015 

 

199 
 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya;  

f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana 
seumur hidup;  

g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, 
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 
waktu yang paling singkat;  

h. memperoleh keadilan di muka pengadilan 
Anak yang objektif, tidak memihak, dan 
dalam sidang yang tertutup untuk umum;  

i. tidak dipublikasikan identitasnya;  
j. memperoleh pendampingan orang 

tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh 
Anak;  

k. memperoleh advokasi sosial;  
l. memperoleh kehidupan pribadi;  
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi 

anak cacat;  
n. memperoleh pendidikan;  
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan  
p. memperoleh hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Konvensi mengenai Hak-hak anak 

(Convention on the Rights of Child tahun 1989. 
Konvensi ini menegaskan hak-hak anak-anak 
untuk memperoleh perlindungan dan 
kesempatan serta fasilitas khusus bagi 
kesehatan dan pertumbuhan mereka secara 
normal. Konvensi juga membentuk Komite 
tentang Hak-hak anak yang mengawasi 
implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi 
dan membahas laporan-laporan yang 
disampaikan negara-negara anggota. 6 
Perlindungan anak adalah suatu usaha 
mengadakan kondisi dan situasi yang 
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban 
anak secara manusiawi positif yang merupakan 
pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu 
masyarakat. Dengan demikian perlindungan 
anak harus diusahakan dalam berbagai bidang 
penghidupan dan kehidupan bernegara, 
bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan 
hukum, demi perlakuan benar, adil dan 
kesejahteraan anak.7 

Hak yaitu: (1) kekuasaan, kewenangan yang 
diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; 
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(2) tuntutan sah agar orang lain bersikap 
dengan cara tertentu.8 Hak anak adalah bagian 
dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara 
(Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat: 
(1) Setiap anak berhak memperoleh 

perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman 
yang tidak manusiawi. 

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh 
kebebasan sesuai dengan hukum. 

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak 
pidana penjara anak hanya dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku 
dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya 
terakhir. 

Hak-hak khusus bagi perlindungan kelompok 
khusus perlu dikembangkan dengan 
memperhatikan beberapa karakteristik yang 
berbeda-beda di antara kelompok. Mengingat 
kebutuhan dari setiap kelompok sangat 
beraneka ragam maka perlakuan khusus yang 
merupakan interpretasi dari hak-hak khusus 
yang dimiliki oleh kelompok. Setiap kelompok 
dapat menuntut agar haknya terpenuhi dan 
dijamin oleh negara dalam pemenuhannya. Hal  
ini sesuai dengan apa yan telah ditentukan dan 
menjadi kepedulian setiap negara sebagai 
anggota masyarakat internasional.9 

Perlindungan kelompok khusus telah 
dikembangkan oleh Komnas HAM melalui Sub-
Komisi Perlindungan Kelompok khusus. Sebagai 
wujud penghormatan, perlindungan dan 
pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, perlu 
ada kerjasama yang erat di antara pemerintah 
dan rakyat untuk sesegera mungkin 
mewujudkan standar hak asasi manusia bagi 
kelompok khusus yang saat ini dianggap perlu 
untuk dibantu penanganannya adalah 
perempuan, anak, penyandang cacat dan orang 
lanjut usia, IDPs dan fakir miskin, buruh 
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termasuk buruh migran serta minoritas dan 
masyarakat adat.10 

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
Pasal 4 
(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana 
berhak: 

a. mendapat pengurangan masa pidana; 
b. memperoleh asimilasi; 
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
d. memperoleh pembebasan bersyarat; 
e. memperoleh cuti menjelang bebas; 
f. memperoleh cuti bersyarat; dan 
g. memperoleh hak lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Anak yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 
(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib 

mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif. 

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak 

yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam 
Undang-Undang ini; 

b. persidangan Anak yang dilakukan oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan 
umum; dan 

c. pembinaan, pembimbingan, 
pengawasan, dan/atau pendampingan 
selama proses pelaksanaan pidana atau 
tindakan dan setelah menjalani pidana 
atau tindakan. 

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menyatakan dalam Pasal 1 angka 6: Keadilan 
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari 
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penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 
bukan pembalasan.  

Pasal 1 angka 7: Diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana. 

 
B. PENYELESAIAN PERKARA ANAK DI LUAR 

PENGADILAN MENURUT SISTEM 
PERADILAN PIDANA ANAK  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, Pasal 1 angka 7:  Diversi adalah 
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari 
proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. 

Pasal 6 Diversi bertujuan: 
a. mencapai perdamaian antara korban dan 

Anak; 
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses 

peradilan; 
c. menghindarkan Anak dari perampasan 

kemerdekaan; 
d. mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi; dan 
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada 

Anak. 
Pasal 7: 

(1)  Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 
negeri wajib diupayakan Diversi. 

(2)  Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 
yang dilakukan: 
a. diancam dengan pidana penjara di 
bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. 

Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Huruf (a) 
Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 
tahun” mengacu pada hukum pidana. Huruf (b) 
Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini 
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak 
sejenis, termasuk tindak pidana yang 
diselesaikan melalui Diversi. 

Pasal 8: 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui 

musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang 
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tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial 
Profesional berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. 

(2)  Dalam hal diperlukan, musyawarah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses 
Diversi wajib memperhatikan: 
a. kepentingan korban;  
b. kesejahteraan dan tanggung jawab 

Anak;  
c. penghindaran stigma negatif;  
d. penghindaran pembalasan;  
e. keharmonisan masyarakat; dan  
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban 

umum. 
Pasal 8 Ayat (1) Orang tua dan Wali korban 

dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal 
korban adalah anak. Ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, 
guru, dan tokoh masyarakat. 

Pasal 9: 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim 

dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan: 
a. kategori tindak pidana; 
b. umur Anak; 
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari 
Bapas; dan 
d. dukungan lingkungan keluarga dan 
masyarakat. 

(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan 
persetujuan korban dan/atau keluarga 
Anak Korban serta kesediaan Anak dan 
keluarganya, kecuali untuk: 
a. tindak pidana yang berupa 

pelanggaran;  
b. tindak pidana ringan;  
c. tindak pidana tanpa korban; atau d. 

nilai kerugian korban tidak lebih dari 
nilai upah minimum provinsi setempat. 

Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf (a) 
Ketentuan ini merupakan indikator bahwa 
semakin rendah ancaman pidana semakin 
tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak 
dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap 
pelaku tindak pidana yang serius, misalnya 
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar 
narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana 
di atas 7 (tujuh) tahun. Huruf b Umur anak 

dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk 
menentukan prioritas pemberian Diversi dan 
semakin muda umur anak semakin tinggi 
prioritas Diversi. 

Ayat (2) Ketentuan mengenai “Persetujuan 
keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal 
korban adalah Anak di bawah umur. Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” 
adalah tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara atau pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal 10: 
(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan 

tindak pidana yang berupa pelanggaran, 
tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa 
korban, atau nilai kerugian korban tidak 
lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh 
penyidik bersama pelaku dan/atau 
keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. 

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas 
rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan 
dapat berbentuk: 
a. pengembalian kerugian dalam hal ada 

korban; 
b. rehabilitasi medis dan psikososial; 
c. penyerahan kembali kepada orang 

tua/Wali; 
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau 

pelatihan di lembaga pendidikan atau 
LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 

e. pelayanan masyarakat paling lama 3 
(tiga) bulan. 

  Pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi 
dapat berbentuk, antara lain: 

a. perdamaian dengan atau tanpa ganti 
kerugian; 

b. penyerahan kembali kepada orang 
tua/Wali; 

c. keikutsertaandalam pendidikan atau 
pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS 
paling lama 3 (tiga) bulan; atau 

d. pelayanan masyarakat. 
Pasal 12: 

(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk 
kesepakatan Diversi. 



Lex et Societatis, Vol. III/No. 3/Apr/2015 

 

202 
 

(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 
atasan langsung pejabat yang bertanggung 
jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke 
pengadilan negeri sesuai dengan daerah 
hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) 
hari sejak kesepakatan dicapai untuk 
memperoleh penetapan. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 
3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya 
kesepakatan Diversi. 

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing 
Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut 
Umum, atau Hakim dalam waktu paling 
lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. 

(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Penyidik 
menerbitkan penetapan penghentian 
penyidikan atau Penuntut Umum 
menerbitkan penetapan penghentian 
penuntutan. 

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) Kesepakatan 
Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh 
para pihak yang terlibat. 

Pasal 13 Proses peradilan pidana Anak 
dilanjutkan dalam hal:  
a. proses Diversi tidak menghasilkan 
kesepakatan; atau  
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. 

Pasal 14: 
(1) Pengawasan atas proses Diversi dan 

pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan 
berada pada atasan langsung pejabat yang 
bertanggung jawab di setiap tingkat 
pemeriksaan. 

(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai 
dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, 
Pembimbing Kemasyarakatan wajib 
melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan. 

(3)  Dalam hal kesepakatan Diversi tidak 
dilaksanakan dalam waktu yang 
ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan 
segera melaporkannya kepada pejabat 
yang bertanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(4)  Pejabat yang bertanggung jawab 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

wajib menindaklanjuti laporan dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu 
menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan perkara yang diajukan 
kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan 
memberikan keadilan yaitu hakim melakukan 
kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari 
kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian 
menghubungkan dengan hukum yang berlaku 
untuk memberikan putusan. Hakim berusaha 
menegakkan kembali hukum yang telah 
dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai 
penegak hukum.11 

Ruang lingkup dalam hal memeriksa dan 
memberi putusan berkaitan dengan perkara:12  
a. Anak nakal; 
b. Anak terlantar; 
c. Perwalian; 
d. Pengangkatan anak. 

Dalam praktik pengadilan, hakim yang 
memeriksa kenakalan anak banyak yang kurang 
supel dalam mengajukan pertanyaan 
sedemikian rupa memaksa anak untuk 
mengaku saja. Anak karena ketakutan akan 
membenarkan hakim walaupun kenyataannya 
berlainan. Kesabaran sangat diperlukan dalam 
memeriksa anak, bukan kekuasaan dan 
keformilan. Demikian juga bagi jaksa maupun 
polisi yang diberi tugas mengusut harus 
mengutamakan kesabaran supaya anak berani 
menjelaskan sesuai dengan kejadian 
sesungguhnya tanpa rasa terpaksa dan supaya 
anak tidak selalu merasa ketakutan pada aparat 
penegak hukum, bahkan menimbulkan trauma 
yang menganggap semua aparat penegak 
hukum itu jelek, jahat, kejam. Perlu diberikan 
pelajaran kinderpsychologie bagi aparat 
penegak hukum, khusus yang menangani, kasus 
anak supaya dapat lebih sabar dan memahami 
perasaan, kejiwaan anak demi masa depan dan 
kesejahteraan anak.13  

Anak yang kebetulan melakukan kejahatan 
tetaplah sebagai anak, oleh karena itu ia 
tetaplah untuk mendapatkan hak-haknya 
sebagai anak serta melakukan kewajiban 
sebagai anak. Terhadap anak yang melakukan 
kejahatan sehingga disebut anak nakal, perlu 

                                                           
11

 Ibid, hal. 61-62. 
12

 Ibid, hal. 62 
13

 Ibid, hal. 62. 
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segera untuk dilakukan berbagai tindakan 
sampai pada dengan pengajuan anak dalam 
proses pengadilan anak, namun demikian, kita 
tidak dapat mengharapkan sepenuhnya kepada 
proses pengadilan anak, karena masih terdapat 
kekurangan-kekurangannya dan kelemahan-
kelemahannya14  
   
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Pengaturan hukum mengenai penyelesaian 

perkara anak yang berkonflik dengan hukum 
mengutamakan pendekatan Keadilan 
Restoratif adalah penyelesaian perkara 
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak 
lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan. 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara Anak dari proses peradilan pidana 
ke proses di luar peradilan pidana. Apabila 
proses Diversi tidak menghasilkan 
kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak 
dilaksanakan, maka perkara anak akan 
diselesaikan melalui proses peradilan di 
pengadilan. 

2. Penyelesaian perkara anak di luar pengadilan 
menurut sistem peradilan pidana anak 
melalui diversi bertujuan mencapai 
perdamaian antara korban dan Anak; 
menyelesaikan perkara Anak di luar proses 
peradilan; menghindarkan Anak dari 
perampasan kemerdekaan; mendorong 
masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
menanamkan rasa tanggung jawab kepada 
Anak. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan perkara Anak di 
pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
Diversi sebagaimana dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan: diancam 
dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) 
tahun; dan bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana.  

 
B. SARAN 
1. Pengaturan hukum mengenai penyelesaian 

perkara anak yang berkonflik dengan hukum 
perlu pengawasan dalam pelaksanaannya 

                                                           
14

Setya Wahyudi, Op.Cit, hal. 21. 

oleh pemerintah agar dapat berjalan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan 
tindak dilaksanakan secara diskriminatif 
karena pendekatan restoratif dan diversi 
perlu diutamakan bagi semua anak-anak 
yang berkonflik dengan hukum. 

2. Penyelesaian perkara anak di luar 
pengadilan perlu dilakukan  melalui 
musyawarah dengan melibatkan Anak dan 
orang tua/Walinya, korban dan/atau orang 
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 
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